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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan milik swasta maupun instansi pemerintah atau organisasi 

seringkali menuntut para pekerjanya untuk menggunakan strategi yang tepat bagi 

jasa layanan atau produk yang dipasarkan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan 

bertahan atau memenangkan persaingan yang ada di dunia kerja. Pihak 

perusahaan juga harus mengamati perkembangan dari setiap persaingan antar 

perusahaan atau organisasi yang selalu terjadi setiap harinya dan ikut berkembang 

menjadi lebih baik lagi agar memiliki citra yang bagus serta dapat dipercaya oleh 

masyarakat. 

Sebuah perusahaan atau organisasi harus dapat mempertahankan citra baik 

yang telah terbentuk, maka dari itu dalam sebuah perusahaan atau organisasi 

diperlukannya seorang public relations. Menurut penjelasan dari Jefkins seperti 

dikutip oleh Purba (2018:3),  public relations merupakan segala cara dari sebuah  

bentuk komunikasi, baik terencana antar organisasi dengan seluruh khalayak 

ataupun secara internal maupun eksternal untuk mencapai semua tujuan spesifik 

yang didasari pada rasa saling mengerti atau pengertian.  

Lebih lanjut secara terperinci, public relations dalam pemerintahan 

merupakan lanjutan dari sebuah kebijakan, memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dengan sikap yang sesuai terhadap kepentingan individu atau suatu 

golongan, agar instansi atau lembaga dimana public relations/hubungan 

masyarakat itu berada mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya (Rachmadi 

seperti dikutip oleh Lani & Handayani, 2021:133).  

Penjelasan beberapa ahli yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan 

bahwa, seorang public relations memiliki upaya untuk mencakup semua hal yang 

dilaksanakan secara berkesinambungan serta terencana dalam rangka memelihara 
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dan menciptakan  tujuan atau hal baik lainnya untuk saling mengerti antar suatu 

perusahaan atau organisasi dengan masyarakat luas, secara garis besar hubungan 

masyarakat pemerintah memiliki tugas memberikan suatu informasi yang diikuti 

dengan penjelasan untuk masyarakat atau publik mengenai langkah/tindakan dan 

kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah, serta mengusahakan tumbuhnya 

hubungan yang baik antar instansi/lembaga dengan masyarakatnya. Jadi, selaku 

mulut atau juru bicara pemerintah yang harus mengetahui segala kebijakan, latar 

belakang kebijakan yang telah/akan diputuskan dan harapan dari suatu tujuan ke 

depannya, suatu hubungan masyarakat, agar informasi yang tersampaikan cepat 

dan tepat serta berkualitas, maka koordinasi harus dilakukan secara baik dengan 

semua unit kerja dari instansi yang terlibat di dalamnya.   

Hubungan masyarakat pemerintah itu sendiri memiliki fungsi bagi 

lembaga/instansinya, fungsi hubungan masyarakat pemerintah menurut ahli 

adalah hubungan masyarakat pemerintahan memiliki fungsi penting menolong 

pimpinan dalam mempertahankan serta meningkatkan kualitas dari instansinya 

tersebut (Londa seperti dilutip oleh Lani & Handayani, 2021:132). 

Dilihat dari pemaparan di atas, agar masyarakat dapat mengetahui informasi 

penting terkait pemerintah secara transparan atau terbuka, hubungan masyarakat 

dituntut untuk memberikan informasi sejelas mungkin. Pada era yang memiliki 

teknologi sudah maju ini, masyarakat menuntut kemudahan dalam memperoleh 

informasi yang diinginkan. Isu utama dalam memberikan pelayanan adalah media, 

waktu dan jarak. Di sisi lain, tuntutan dari era keterbukaan informasi, Badan 

Publik pemerintahan didorong untuk terus meningkatkan layanan informasi 

publiknya. 

Keterbukaan informasi menjadi salah satu ciri penting dari sebuah negara 

demokratis, demi menjunjung tinggi kedaulatan rakyat hal itu dilakukan untuk 

mewujudkan pelaksanaan negara yang baik. Keterbukaan informasi ada untuk 

menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, akuntabilitas, transparansi dan 

kesetaraan lapisan masyarakat. Salah satu hal penting untuk menuntut adanya 

keterbukaan informasi di Indonesia yaitu dilandaskan oleh Amanat Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). 
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UU ini mengusahakan adanya era keterbukaan informasi yang mendorong agar 

badan publik bisa membuka akses sebesar mungkin melayani informasi yang 

bertanggung jawab serta transparan kepada masyarakat. UU KIP Pasal 7 menuntut 

agar sistem informasi dan dokumentasi dapat dikembangkan serta dibangun oleh 

Badan Publik agar penataan informasi publik bukan hanya menjadi lebih baik, 

tetapi juga lebih efisien agar layanan informasi dapat digunakan secara cepat, 

murah dan mudah. Dari sisi lain, batasan waktu 10 hari kerja dan diizinkan untuk 

perpanjangan selama 7 hari kerja kepada Badan Publik melalui Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar diberitahukan kepada pemohon 

informasi publik secara tertulis, diberikan berdasarkan Pasal 22 UU KIP. 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan 

Informasi dijelaskan bahwa, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang 

selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang 

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi 

Badan Publik dan bertanggung  jawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana 

dimaksud pada peraturan ini. Tugas yang dimiliki oleh PPID adalah melayani 

pemohon yang meminta informasi sesuai dengan ketentuan dan prinsip PPID, 

yakni hanya menyediakan informasi yang dikuasai dengan menggunakan 

anggaran Badan Publik. Pada era keterbukaan informasi publik ini, bukan hanya 

informasi-informasi penting saja yang dituntut oleh masyarakat, namun juga 

bagaimana pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat serta kemudahan dalam 

mengakses informasi-informasi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan kebijakan 

publik. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dituliskan, dengan ini penulis 

tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai “Aktivitas Hubungan 

Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian 

Pertanian RI”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah yang diteliti oleh penulis berdasarkan latar 

belakang yang telah dipaparkan, adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana bentuk pelayanan informasi publik yang dilakukan dan disediakan 

oleh Hubungan Masyarakat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 

Kementerian Pertanian RI dalam pelaksanaan PPID?  

b. Bagaimana proses pelayanan informasi publik PPID yang dilakukan oleh 

Hubungan Masyarakat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian 

Pertanian RI?  

c. Apa saja kekurangan pelaksanaan PPID pada Ditjen Prasarana dan Sarana 

Pertanian Kementerian Pertanian RI yang ditangani oleh bagian Hubungan 

Masyarakat? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan dari laporan tugas akhir ini yang diharapkan dapat 

terpenuhi, adalah: 

a. Untuk memaparkan bentuk pelayanan informasi yang dilakukan dan 

disediakan oleh Hubungan Masyarakat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 

Kementerian Pertanian RI dalam pelaksanaan PPID. 

b. Untuk memaparkan proses pelayanan informasi publik PPID yang dilakukan 

oleh Hubungan Masyarakat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 

Kementerian Pertanian RI. 

c. Untuk memaparkan apa saja kekurangan pelaksanaan PPID pada Ditjen 

Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI. 
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1.4 Manfaat Penulisan 

Berdasarkan dari penulisan tugas akhir yang dipaparkan oleh penulis, 

diharapkan terdapat beberapa manfaat penulisan, di antaranya: 

a. Bagi penulis, penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan memberikan 

manfaat seperti: 

1) Penulis dapat secara langsung mempraktikan teori-teori yang telah 

diajarkan selama perkuliahan. 

2) Penulis mendapatkan wawasan lebih luas mengenai dunia kerja dan 

dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya, penulis sudah siap 

secara pengetahuan dan pengalaman.  

3) Penulis mampu mengumpulkan, menganalisis data serta menuliskan 

susunan data untuk salah satu syarat kelulusan, yaitu penyusunan laporan 

tugas akhir untuk pendidikan jenjang D3 Administrasi Bisnis, jurusan 

Administrasi Niaga di Politeknik Negeri Jakarta.  

b. Bagi dunia ilmu pengetahuan, penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan 

memberikan manfaat seperti: 

1) Harapan dari penulis agar hasil dari penulisan laporan tugas akhir ini 

dapat menjadi serta referensi bagi mereka yang ingin menambah 

wawasan atau ilmu pengetahuan di bidang PR, terutama PR Pemerintah. 

2) Penulis berharap agar apa yang telah dipaparkan atau dijelaskan dalam 

penulisan laporan tugas akhir ini dapat menjadi suatu inspirasi atau 

bahkan pembanding bagi perusahaan atau organisasi lain dalam 

melakukan pelayanan publik terhadap masyarakat luas secara online 

maupun offline, serta agar masyarakat dapat memahami informasi seperti 

apa yang bisa dipaparkan kepada publik dan informasi seperti apa yang 

tidak bisa dipaparkan kepada publik. 

c. Bagi organisasi/instansi, penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan 

memberikan manfaat seperti: 

1) Penulisan tugas akhir dari penulis dapat menjadi bahan referensi terhadap 

langkah pengerjaan yang telah diterapkan maupun mengembangkan yang 
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sudah diterapkan di instansi dalam bidang pelayanan informasi publik 

agar dapat menjadi lebih baik lagi. 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, adapun 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Pertama adalah metode observasi. Menurut salah satu ahli terkait metode 

observasi, menjelaskan bahwa “metode observasi diperlukan usaha-usaha 

pengamatan secara langsung pada tempat yang akan diteliti atau diselidiki 

untuk mengumpulkan data atau keterangan” (Arikunto seperti dikutip oleh 

Joesyiana, 2018:94).  

Dalam menggunakan metode observasi ini, penulis mengamati kegiatan 

sekitar atau semua yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik 

Hubungan Masyarakat Kementerian Pertanian RI lingkup Ditjen Prasarana 

dan Sarana Pertanian, seperti contohnya adalah, bentuk pelayanan informasi 

publik yang dilakukan, proses pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, 

hambatan dan resiko dari pelaksanaan PPID Ditjen Prasarana dan Sarana 

Pertanian. 

b. Wawancara 

Metode kedua yang penulis gunakan adalah metode wawancara, 

Sugiyono (2016:72) menjelaskan bahwa “wawancara merupakan sebuah 

kegiatan tanya jawab yang merunjung menjadi sebuah garis kesimpulan atau 

arti dalam topik tertentu yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar 

informasi atau ide.” 

Metode wawancara ini dilakukan dengan orang yang berwenang, yakni, 

Yani Rahmawati sebagai subkoordinator Hubungan Masyarakat yang 

mewakili PPID, terkait pengelola informasi dan dokumentasi pada Direktorat 

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. 
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c. Studi Pustaka 

Metode yang terakhir adalah studi pustaka. Menurut ahli, “studi pustaka 

adalah kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka 

yang setelah itu dibaca dan ditulis lalu diolah untuk bahan penelitian tersebut” 

(Zed seperti dikutip oleh Melfianora, 2014: 3). 

Dalam metode studi kepustakaan ini, penulis menggunakan buku-buku, 

jurnal yang berkaitan, maupun Undang-Undang yang relevan dengan 

penulisan tugas akhir. 

 

1.6 Metode Penulisan Data 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, metode penulisan data yang penulis 

gunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut pendapat ahli, “metode deskriptif 

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengecekan kebenaran data atau 

informasi yang diperoleh, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi” (Sugiyono, 

2016:9). 

Alasan digunakannya metode kualitatif deskriptif ini adalah, agar penulisan 

dapat menerangkan, menjelaskan dan menjawab serta mempresentasikan secara 

nyata mengenai apa saja yang dituliskan, sehingga penulis dapat mengolah data 

secara terperinci, aktual dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

2.1 Kesimpulan 

Dapat disimpulkan mengenai Aktivitas Hubungan Masyarakat Dalam 

Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Ditjen 

Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI, yaitu: 

a. Berdasarkan UU RI No. 25 Tahun 2009 yang bertujuan dapat mewujudkan 

sistem ideal pelayanan publik pemerintah dan memberikan kepastian hukum 

bagi masyarakat, dalam pelaksanaan PPID yang dilakukan oleh hubungan 

masyarakat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dapat diketahui yaitu 

bentuk pelayanan informasi yang dilakukan oleh Hubungan Masyarakat 

pelaksana PPID dilakukan secara dua bentuk, yaitu secara offline (face to 

face) dan online, hal ini dilakukan agar masyarkat merasa nyamana dan 

percaya dengtan sistem pelayanan informasi yang diadakan oleh Ditjen 

Prasarana dan Sarana Pertanian, serta agar masyarakat dapat dengan mudah 

mengakses informasi apa saja yang ditampilkan kepada khalayak luas; 

b. Adapun proses pelayanan informasi PPID dilakukan sesuai dengan standar 

operasional yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, dengan adanya standar 

operasional tersebut, proses pelayanan dilakukan melalui dua cara, yaitu 

proses pelayanan secara offline (face to face) dan online, namun, dengan 

banyaknya sumber daya manusia yang ada, waktu untuk proses pelaksanaan 

pelayanan informasi PPID masih belum efektif; dan 

c. Ada beberapa kekurangan yang masih terjadi dalam pelaksanaan pelayanan 

informasi PPID ini, PPID Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian belum secara 

maksimal dapat menerapkan pelayanan informasi PPID sesuai dengan amanat 

UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
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2.2 Saran 

Berdasarkan penulisan tugas akhir ini, terdapat beberapa saran yang harus 

diperhatikan agar dapat merubah pelayanan informasi publik PPID menjadi lebih 

baik, yaitu: 

a. melakukan pendataan secara spesifik pada masing-masing unit kerja setiap 

minggunya terkait perkembangan informasi yang ada; 

b. Melengkapi Daftar Informasi yang Dikuasai dengan menambah jumlah data 

dan informasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk ditampilkan pada 

website yang tersedia;  

c. menentukan secara terjadwal shift untuk petugas PPID agar dapat lebih 

efektif dan cermat dalam melakukan pelayanan; dan 

d. Melakukan sosialisasi terkait pemahaman tentang PPID kepada publik 

maupun staf atau pejabat yang terdapat dalam Kementerian Pertanian RI 

sehingga dapat meminimalisir kendala dalam penyediaan informasi karena 

terjadi pemahaman yang sama. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Daftar wawancara 

Identitas Responden 

Nama Responden/Jabatan: Yani Rahmawati. S.P/Subkoordinator Hukum dan 

Hubungan masyarakat 

Tempat Wawancara          : Kementerian Pertanian Republik Indonesia 

Waktu Wawancara       : 27 April 2022 

1. Siapa saja yang dapat bertugas sebagai pelaksana PPID dalam kehumasan 

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian? 

2. Apa perbedaan dari form 1A dan 1B? 

3. Apa saja atau bagaimana isi dari form 1A dan 1B? 

4. Apa yang dipaparkan dalam standing banner di pintu masuk gedung areal, 

lobi gedung D, Lt. 3, 8 dan 9? 

5. Bagaimana tata cara permohonan dan sengketa informasi publik di Humas 

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian? 

6. Bagaimana cara penyelesaian dari permohonan dan sengketa informasi publik 

yang diajukan? 

Berkas apa saja yang harus disiapkan oleh Hubungan Masyarakat pelaksana 

PPID Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dalam menyelesaikan sengketa informasi 

publik? 
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